LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2014 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara maka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repulik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarang Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengeloLaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik InDonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1 ) sebagaimana Telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kora Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor
11 Seri E, Tambahan Daerah Kota Semarang
Nomor 8);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang
tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 50);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 53);

Peraturan Daeah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembarang Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Semarang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 89)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10  Tahun
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota  Semarang
Nomor 58);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang
(Lembarn Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di  Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 71) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota  Semarang
Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan
WALIKOTA SEMARANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  Semarang Tahun
Anggaran 2015 sebagai berikut:
1. PENDAPATAN DAERAH Rp. 3.043.157.080.000,-
2. BELANJA DAERAH Rp._3.612.894.506.000,-
DEFISIT (Rp. 569.737.426.000,-)



3. PEMBIAYAAN DAERAH
a. Penerimaan Rp. 611.423.426.000,-
b. Pengeluaran Rp. 41.686.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto = Rp. 569.737.426.000,-

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.052.732.041.000,-

b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.272.530.064.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang
sah Sebesar Rp. 717.894.975.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sebesar Rp. 750.000.000.000,-
b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 115.501.936.000,-
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah

Yang dipisahkan sebesar Rp. 9.306.898.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah Sebesar Rp. 177.923.207.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis Pendapata:

a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 118.900.000.000,-
b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 1.878.000.000,-
c. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.126.847.634.000,-
d. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 24.904.430.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 344.158.000.000,-
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
— Tambahan Penghasilan &
Tunjangan Profesi bagi Guru, Rp. 353.006.952.000,-
c. Bantuan Keuangan Propinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya Rp. -
d. Dana Insentif Daerah Rp 20.730.023.000,-

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.570.413.534.000,-
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.042.480.972.000,-



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai Rp. 1.478.550.417.000,-
b. Belanja hibah Rp. 77.901.855.000,-
c. Belanja bantuan social Rp. 2.277.000.000,-
d. Belanja bantuan keuangan Rp. 984.262.000,-

e. Belanja tidak

terduga Rp. 10.700.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Belanja :

a. Belanja pegawai Rp. 150.500.813.877,-

b. Belanja barang dan jasa Rp. 901.862.033.773,-

c. Belanja modal Rp. 990.118.124.350,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari :
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 611.423.426.000,-
Rp. 41.686.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelimnya

(SiLPA)

Rp. 548.441.535.450,-

b. Pencairan Dana Cadangan  Rp. 62.981.890550,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal

Bank Jateng Rp. 18.361.000.000,-
b. Penyertaan Modal PDAM Rp. 20.000.000.000,-
c. Penyertaan Modal BPR/BKK Rp. 1.000.000.000,-
d. Penyertaan Modal

Bank Pasar Rp. 1.000.000.000,-
e. Penyertaan Modal

Perusda Percetakan Rp. 1.325.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah in
Peraturan Daerah in

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

i, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
i, terdiri dari :

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Organisasi SKPD;

: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah,Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan



4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V = : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah:

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

10.Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

11.LampiranXI  : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya  yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk
belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran dengan menggunakan Anggaran Belanja
Tidak Terduga;

(2) Kriteria keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pegaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) adalah :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar mayarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan Kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapakan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2014

WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (270/2014).
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